PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS  PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI  GOLONGAN C (SIM C) PADA SAT LANTAS POLRESTA PEKANBARU by Handrian, Eko
Eko Handrian PUBLIKa, Vol 5, No. 1 Hal. 137-155 (2019) 
 
 
 
137 
 
PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS  
PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI  
GOLONGAN C (SIM C) PADA SAT LANTAS 
POLRESTA PEKANBARU  
Oleh 
Eko Handrian 
Dosen ProgramiStudi AdministrasiiPublik Fisipol UIR 
ABSTRACT 
This study aims to determine the influence of bureaucratic reforms to service quality manufacture Driving 
License On Sat Then Police Pekanbaru assessment indicators used include Structuring management / 
Management, Reliability, responsivenes, Assurance and Empathy type of research that is located on Sat So 
Polresta Pekanbaru This is aidescriptive survey , namely the questionnaire as a tool to prioritize the list of 
data collectioniand dataicollected by theitooliisitheniused as the main raw material for analyzing the 
empirical condition of objectivity where the purpose of research on the location carefully. There is one 
group of the populationiand sample in this research that people who have been taking care of a driver's 
license with a total sample of 100 people. A sampling technique that is used in determining the individual 
sample is incidental sampling. Types and dataicollection techniquesiused consisted ofiprimary data, 
collected by questionnaire technique, and interviewsiand secondaryidata wasicollected using observation 
and documentation. While the data analysis techniques used are validity, reliability test, correlation 
coefficient, coefficient of determination and t test. Based on analysis techniques Correlation Coefficient for 
0634, 0396 and the results of determination coefficient t test with significance <0.05 then researchers 
assess and conclude that there is influence of bureaucratic reform procedural aspects of the quality of 
service. 
Keywords : Beaucracy Reform, Service Quality, SIM C.  
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh reformasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan 
pembuatan Surat Izin Mengemudi Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru Indikator penilaian yang 
dipergunakan meliputi Penataan Ketatalaksanaan/Manajemen, Reliability, Responsivenes, Assurance dan 
Empathy Tipe penelitian yang berlokasi di Sat Lantas Polresta Pekanbaru iniBadalah surveyBdeskriptif, 
yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat 
ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan 
tujuan penelitian padaBlokasi teliti. Terdapat satuikelompokBpopulasi dan sampelipada penelitianiini yaitu 
masyarakat yang telah mengurus Surat Izin Mengemudi dengan total sampel 100 orang. Satu teknik 
sampling yangidipergunakanidalam menetapkaniindividu sampel adalah incidental sampling. Jenis dan 
teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer, dikumpulkan dengan teknik kuisioner, 
dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. 
Sementara teknik analisis data yang dipergunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, koefisien korelasi, 
koefisien determinasi dan uji t. Berdasarkan teknik analisis Koefisien Korelasi sebesar 0.634, Koefisien 
Determinasi 0.396 dan Hasil Uji t dengan signifikansi < 0.05 maka peneliti menilai dan menyimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh reformasi birokrasi aspek prosedur terhadap kualitas pelayanan 
Key Words :  Reformasi Birokrasi, Kualitas Pelayanan, SIM C
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Tingginya tingkat pertumbuhan 
kendaraan bermotor dapat memicu 
terjadinya berbagai pelanggaran dijalan 
yang perlu adanya pengaturan oleh pihak 
yang berwajib. Justru itu dalam 
pengaturan terhadap lalu lintas perlu 
adanya pelayanan untuk Menjamini 
tegaknya hukumidi jalan yangibercirikan 
perlindungan, ipengayoman dan 
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pelayananikepadaimasyarakatiyang 
demokratisisehingga terwujud keamanan, 
keselamatan, iketertiban danikelancaran 
lalu lintas  
Selain itu pelayanan dalam berlalu 
lintas semestinya mampuimewujudkan 
masyarakatipemakai jalaniyang dapat 
memahami dan yakinikepada Polantas 
sebagai pelindung, pengayomidan 
pelayan masyarakat dalam kegiatan 
pendidikanimasyarakat, ipenegakan 
hukum, pengkajianimasalah lalu lintas, 
registrasiiidentifikasiiranmoridan 
pengemudi.  
Pelayananimerupakanitugasiutama 
bagi aparaturinegara sebagai abdiinegara 
dan abdi masyarakat. Tugas ini secara 
jelasitelah digariskanidalam pembukaan 
Undang – Undang Dasar 1945 alinea Ke 
empat, yangimeliputiiempat aspek 
pelayananipokok aparaturiterhadap 
masyarakatiyang berbunyi : Melindungi 
segenap bangsa dan seluruh tumpah 
darah Indonesia memajukan 
kesejahteraan umum danimencerdaskan 
kehidupan bangsa.  
Urusan service transportasi menjadi 
persoalan penting, Surat IziniMengemudi 
(SIM) iadalahibukti registrasiidan 
identifikasi yang diberikan oleh Polri 
kepada seseorangiyangitelahimemenuhi 
persyaratan administrasi, sehat jasmani 
dan rohani, imemahamiiperaturan lalu 
lintas daniterampil mengemudikan 
kendaraan bermotor. Setiapiorangiyang 
mengemudikaniKendaraan Bermotor di 
Jalan wajib memiliki Surat Izin 
Mengemudiisesuai dengan jenis 
Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. 
Pada undang-undang no 22 tahun 2009 
pasal 1 menjelaskan bahwa Setiap orang 
yang mengemudikaniKendaraan 
Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat 
Izin Mengemudiisesuai dengan jenis 
Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. 
Dengan memiliki suratiizin mengemudi, 
makaipengendara sudahimemenuhi 
persyaratan untukimengemudikan 
kendaraanibermotor. iDengan 
kepemilikan surat iniidiharapkan agar 
pengemudi kendaraan bermotorimemang 
adalah orang yang benar-benar mampu 
sehinggaidapat mengurangiibanyaknya 
angka kecelakaan dijalan yang salah 
satunya disebabkanipengendaraiyang 
belum ahliiatau belumimemenuhi 
persaratan untuk mengemudikannya.  
Kepolisianimerupakan salah satu 
lembagaipemerintahan yang memberikan 
pelayananikepada masyarakat. ifungsi 
pemerintahaniyang dijalankanioleh polri 
terutama yang bersangkutan dengan 
penegakanihukum, ipengayoman, 
perlindungan, ipelayanan pembimbingan 
kepadaimasyarakat, itugas-tugasiini 
berkaitan erat dengan tugas-tugas sosial 
yangisehari-harinyaiberhadapan dengan 
masyarakat. diidalam menjalankan 
tugasnya kepolisianimenjalankan 
kegiatanipencegahan (preventif) idan 
penegakan hukum (represif).  
PelayananiSIM (Surat Izin 
Mengemudi) merupakan salah satu 
pelayananidasar administratifiyang 
penting. DenganiSIM, seseorang 
dianggap sudahimemiliki hak dan 
kewajiban dalam mengendarai kendaran 
bermotor. iDenganiadanya SIM, 
seseorangitelah dianggapimenjadi suatu 
wajib hukumiyang taat hukum, sehingga 
dalam berkendara haruslah selalu 
mentaatiiperaturan yangiberlaku, SIM 
merupakan bukti administratif bahwa 
seseorang tersebut sudah terikat oleh 
hukum, terutama hukum dalam 
berkendaraan. Dalam pelaksanaan fungsi 
Satuan LaluiLintas PolrestaiKota 
Pekanbaru pengurusan SIM (SuratiIzin 
Mengemudi) merupakan salah satu fungsi 
kepolisian yang menanganiisecarakhusus 
tentangilalu lintasidan angkutan jalan 
yang ada di wilayah hukumiPolresta Kota 
Pekanbaru. Sat Lantas PolrestaiKota 
Pekanbaru dipimpinioleh seorang 
KepalaiSatuan Lalu Lintas(Kasat Lantas) 
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danibertanggung jawab langsung kepada 
KepalaiKepolisian ResortiKota 
Pekanbaru (Kapolresta Pekanbaru) 
selaku pimpinanilangsungidiiPolresta 
Pekanbaru.  
Banyakianggapan bahwaibirokrasi 
sangat lambanidan tidak efisienidalam 
menanggapi perubahan, kurang dapat 
menyesuaikanidiri denganituntutan 
pembangunan. iBirokrasi dituntut untuk 
berubah sikapidan perilakuiagar dapat 
melayaniimasyarakat denganibaik. 
Perubahan-perubahan sosial yang terjadi 
baikiyang berlangsungicepat maupun 
yang berlangsung lambati (evolusi) 
menuntut padaiorganisasi birokrasiidapat 
menyesuaikan diriidengan perubahan-
perubahan tersebut. Ada beberapa hal 
berkenaan dengan kebijakanireformasi 
birokrasiiyang perluidiperhatikan yaitu 
moralitasibirokrat, sistem dan prosedur 
pelayanan serta sistem penghargaan dan 
sanksi. iMoralitasibirokrat untuk 
memperbaikiimoral ini satu-satunya jalan 
adalah dengan meningkatkanipemahan 
(tiadak sekadaripengetahuan) ipara aparat 
birokrasiiterhadapikewajibannya. 
iPelatihan-pelatihan untukibirokrasi 
harus di setting tidak hanya sebagai syarat 
untuk mendudukiijabatanitertentuitetapi 
juga harusimampu memberikan 
sentuhan-sentuhanikemanusiaan.  
Selama ini sistem daniprosedur 
pelayanan yang diterapkan birokrasi 
adalah sistemidan prosedur yang 
dirasakanirumit daniberbelit-belit oleh 
masyarakat. Walaupun para pejabat 
menganggap sistem dan proseduriitulah 
yang baik danisesuai, tetapi lagi-lagi yang 
merasakaniadalah masyarakat yang 
menggunakan sistemidan proseduriitu. 
Pelayananipublik menjamin 
keberlangsungan administrasi publik 
yang melibatkan pengembangan 
kebijakanipelayanan danipengelolaan 
sumberdaya yang berasal dari dan untuk 
kepentinganipublik.vSebagaiiprofesi, 
pelayanan publik berpijak pada prinsip-
prinsipiprofesionalisme danietika seperti 
akuntabilitas, efektifitas, iefisiensi, 
integritas, netralitas, idan keadilanibagi 
semuaipenerimaipelayanan. 
Tabel 1 : Jumlah Produksi SIM yang diterbitkan Sat Lantas Polresta Pekanbaru 
Berdasarkan Golongan Tahun 2014   
No  Bulan  
Baru 
A  BI  BII  C 
B U B U B U B 
1 JAN 1610 4 58 36 2 36 1221 
2 FEB 1484 0 66 26 3 18 1210 
3 MAR 1428 0 65 31 4 19 1085 
4 APR 1424 3 59 32 4 17 1045 
5 MEI 1074 0 45 28 7 18 529 
6 JUNI 1438 3 50 31 6 17 1151 
7 JULI 1624 1 36 23 0 17 1283 
8 AGST 1446 2 45 27 6 10 1461 
9 SEPT 1290 1 72 40 1 18 854 
10 OKT 1172 1 49 31 2 26 893 
11 NOV 1113 3 46 21 4 15 885 
12 DES 1796 5 80 52 4 25 2232 
Jumlah 16899 23 671 378 43 236 13849 
Sumber : Data KepolisianiNegaraiRepublik IndonesiaiDaerah Riau Resort Kota 
Pekanbaru 
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Berdasarkan data produksi SIM di atas 
dapat dicermati begitu banyaknya 
masyarakat yang telah membuat SIM 
khususnya SIM C dalam satu tahun 
terakhir belakangan ini yaitu pada tahun 
2014 lalu. Seperti yang telah dijelaskan 
dalam UU No 22 Tahun 2009 SIM yang 
di atur pada pasal 87 di sebutkan Surat 
Izin Mengemudi diberikan kepada setiap 
calon pengemudi yg lulus ujian 
mengemudi dan setiap Kepolisian RI di 
bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi 
wajib mentaati prosedur penerbitan Surat 
Izin Mengemudi. Dan pada pasal 91 
terdapat pula sanksi administratif pada 
pasal 1 yaitu setiap petugas Kepolisian 
Negara RI di bidang penerbitan SIM yang 
melanggar ketentuan sebagai mana 
dimaksud dalam pasal 87 di kenai sanksi 
administratif  berupa sanksi disiplin dan 
etika profesi kepolisian. Undang-undang 
tersebut telah menegaskan akan sanksi 
disiplin dan etika profesi kepolisian. Jadi, 
memang tidak dibenarkan adanya 
tindakan diskriminasi dalam pelayanan 
pembuatan SIM. 
Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan dilapangan berkaitan dengan 
Sat Lantas Polresta Pekanbaru terlihat 
beberapa indikasi antara lain : 
1. Perubahan Undang-Undang No. 14 
TH. 1992 kepada Undang-undang No. 
22 Tahun 2009 memberikan beberapa 
perubahan Standar Operasional 
Prosedur terhadap pelayanan 
pembuatan Surat Izin Mengemudi 
Golongan C (SIM C), Pelayanan di Sat 
Lantas Polresta Kota Pekanbaru belum 
bekerja sesuai dengan prosedur yang 
telah di tetapkan UU No 22 Tahun 
2009 tentang lalu lintas, Standar 
Operasional Prosedur pada dasarnya 
telah dipahami oleh pihak Aparat 
Pelayanan, namun dalam 
pelaksanaannya prosedur pembuatan 
Surat Izin Mengemudi Golongan C 
(SIM C)  masyarakat dapat 
memperoleh Surat Izin Mengemudi 
Golongan C (SIM C) tanpa harus 
mengikuti tes dan lulus ujian 
mengemudi ataupun tahapan lainnya. 
2. Perubahan PP No. 31 Tahun 2004 
kepada PP No. 50 Tahun 2010 
Tentang Bea  Pendapatan  Negara 
Bukan Pajak, Biaya pelayanan dalam 
pembuatan Surat Izin Mengemudi 
Golongan C (SIM C) mengalami 
perubahan denga n sedikit meningkat 
dari Rp. 75.000,- Menjadi Rp. 
100.000,-. Biaya pembuatan Surat Izin 
Mengemudi Golongan C (SIM C) 
telah diketahui baik pihak Aparat dan 
juga masyarakat, namun 
pelaksanaannya tidak dibayarkan 
sesuai dengan ketentuan prosedur dan 
ketentuan UU PP No 50 Tahun 2010. 
Yakni masyarakat seharusnya 
membayar Rp.100.000,- untuk SIM C, 
namun masyarakat membayar lebih 
dari pada ketentuan yang telah 
ditetapkan dapat mencapaia 
Rp.350.000,- s/d Rp. 400.000,- 
3. Sebagai Aparatur Pelayan Masyarakat 
sudah semestinya mengerti dan 
memahami kebutuhan masyarakat 
terhadap pembuatan Surat Izin 
Mengemudi dan menjelaskan dengan 
menaati prosedur yang ada, Namun 
pelayanan pembuatan Surat Izin 
Mengemudi yang tidak tepat 
diperlihatkan dengan masih adanya 
penerimaan jasa Calo dan pelanggaran 
terhadap standar operasional prosedur 
oleh aparatur pelayanan dengan 
menawarkan dan melaksanakan 
pembuatan Surat Izin Mengemudi 
tanpa harus melalui prosedur yang 
semestinya. 
4. Aparatur sebagai pelayanan bagi 
masyarakat harus memberikan 
perhatian serta kepedulian dengan 
penuh kesopanan terhadap masyarakat 
dalam pelayanan, terlihat indikasi 
sikap ketidakpedulian dan kesopanan 
aparatur pelayanan pembuatan surat 
izin mengemudi terhadap melayani 
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keluhan-keluhan seta pertanyaan dari 
masyarakat yang tidak mengetahui 
alur proses pelayanan pembuatan 
Surat Izin Mengemudi. 
Tujuan Penelitian 
Menganalisis, dan menjelaskan 
bagaimanakah pengaruhireformasi 
birokrasiiterhadap kualitas pelayanan 
pembuatan Surat IziniMengemudi 
Golongan C (SIM C) padaiSat Lantas  
Polresta Pekanbaru 
Kegunaan Penelitian 
1. Guna teoritis, iyakniipenelitian 
diharapkan dapat memacu 
perkembangan ilmu administrasi 
negara, idan dapatimemperkaya 
inventaris hasil-hasil penelitian 
dibidang administrasi, ikhususnya 
dibidang ilmu adminisitrasi publik. 
2. Guna akademis, iyakni penelitianiini 
diharapkanimenjadi bahan informasi 
dan dataisekunder bagiikalangan 
akademisiyang ingin meneliti hal yang 
sama. 
3. Gunaipraktis, iialahipenelitianiini 
diharapkanimenjadi bahan masukan 
bagi Sat Lantas Polresta Pekanbaru 
STUDI KEPUSTAKAAN 
Konsep Administrasi Publik 
Sedangkan administrasi publik 
menurut Chandler dan Planoi (dalam 
Keban, 2014 : 3) adalah proses dimana 
sumber daya dan personel publik 
diorganisir danidikoordinasikaniuntuk 
memformulasikan, 
mengimplementasikan, danimengelola  
(Manage) keputusan-keputusan dalam 
kebijakan publik. 
Kemudian menurutiMc Curdyi (dalam 
Keban, 2014 : 3) bahwa administrasi 
publikidapat dilihatisebagai suatu proses 
politik, yaituisebagai salah satuimetode 
memerintah suatu negara dan dapat juga 
dianggap sebagaiicara yangiprinsipil 
untukimelakukan berbagai fungsiinegara. 
dengan kata lain administrasi publik 
bukan  hanya sekedar persoalan 
manajerial tetapi juga persoalan politik 
Harus diakui bahwa ruang lingkup 
atau cakupan administrasi publik sangat 
kompleks tergantung dari perkembangan 
kebutuhan atau dinamika masalah yang 
dihadapi masyarakat. menurut Nicholas 
Henry (dalam Keban, 2014 : 8) 
memberikanibeberapa ruangilingkup 
yang dapatidilihat dari unsur-unsur 
(selain perkembangan ilmuiadministrasi 
publik itu sendiri) iberikut : 
1. Organisasiipublik, yang adaipada 
prinsipnyaiberkenaan dengan model-
model organisasi, daniperilaku 
birokrasi 
2. Manajemenipublik yaituiberkenaan 
denganisystem dan ilmu manajemen, 
evaluasi program daniproduktivitas, 
anggaaranipublik, dan manajemen 
sumber daya manusia. 
3. Implementasi yaituimenyangkut 
pendekatan terhadap kebijakan publik 
dan implementasinya, privatisasi, 
administrasi antaripemerintahan dan 
etika birokrasi. 
Konsep Reformasi Birokrasi 
Reformasi merupakan proses upaya 
sistematis, terpadu, dan komprehensif, 
ditujukan untuk merealisasikan tata 
kepemerintahan yang baik  
Menurut Sedarmayanti (2009 : 71) 
reformasi birokrasi adalah upaya 
pemerintah meningkatkan kinerja melalui 
berbagai cara dengan tujuan efektivitas, 
efisien dan akuntabilitas. Reformasi 
birokrasi berarti :  
1. Perubahanicara berpikiri (pola piker, 
pola sikap dan pola tindak)  
2. Perubahanipenguasa menjadiipelayan  
3. Mendahulukaniperananidari 
wewenang  
4. Tidak berpikirihasiliproduksi tetapi 
hasil akhir  
5. Perubahan manajemen kinerja  
6. Pantauipercontohanireformasii 
birokrasi, mewujudkanipemerintahan 
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yang baik, ibersih, itransparan dan 
professional, ibebas korupsi, ikolusi 
dan nepotisme (KKN)  
Perbaikan system kerja yang 
berdampak pada efektivitas dan efisiensi 
penggunaan sumber daya dan system 
kerja yang baku untuk mempermudah 
dan memperlancar pelayanan kepada 
masyarakat. Menurut Sedarmayanti 
(2009 : 77-78) reformasiibirokrasi 
hendaknya dapatidilakukan dengan :  
1. PenataaniKelembagaan  
a. Visi, Misi, iStrategiiOrganisasi.  
b. StrukturiOrganisasi efektif, iefisien, 
rasional, iproporsional  
c. Pembagian tugasiproporsional  
d. Mengaturijabatanistructural dan 
fungsional  
2. Penataan Ketatalaksanaan/Manajemen  
a. Mekanisme/systemikerja internal  
b. Prosedurikerja  
c. Hubungan kerjaieksternal  
d. Perencanaan, ipelaksanaan, 
pemantauan, ievaluasi dan 
pengendalian  
e. Pengelolaanisarana daniprasarana 
kerja  
f. Otomatisasiiadministrasii 
perkantoran  
g. Pemantauan teknologiiinformasi 
(E-Gov)  
h. Pengelolaan kearsipan yang handal  
3. PenataaniSumberiDayaiManusia/ 
Aparatur  
a. Penerapanisystem meritidalam 
manajemen kepegawaian  
b. Systemidiklat yang efektif  
c. Standari& peningkatan kerja  
d. Pola karierijelas dan terencana  
e. Standarikompetensi jabatan  
f. Klasifikasiijabatan  
g. Tugas, ifungsi, danibebanitugas 
proporsional  
h. Rekrutmenisesuai prosedur  
i. Penempatan pegawaiisesuai 
keahlian  
j. Remunerasiimemadai  
k. Perbaikanisystemiinformasi 
manajemen kepegawaian  
4. Akuntabilitasi (Pertanggungjawaban)  
a. Perencanaanistratejik  
b. Perencanaanikinerja  
c. Pengukuranidan evaluasi kinerja  
d. Pelaporanikinerja  
5. PelayananiUmum  
a. Pelayananiprima  
b. Kualitasipelayanan  
c. Kepuasan pelanggan  
Sedarmayantii (2009 : 74) tujuan 
reformasi birokrasi secaraiumum 
mewujudkanikepemerintahan yang baik, 
didukungioleh penyelenggaraiNegara 
yang professional, bebas korupsi kolusi 
daninepotisme danimeningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat sehingga 
tercapai pelayanan prima  
Tujuanireformasi birokrasiisecara 
khusus antara lain :  
1. Birokrasiibersih, bebasikorupsi, 
kolusi, dan nepotisme (KKN)  
2. Birokrasiiefisien, tidak boros/hemat 
dalam penggunaan sumberidaya  
3. Birokrasi efektif, imampu mengemban 
tanggung jawab, idan mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditentukan  
4. Birokrasiiproduktif, imampu 
mengeluarkanikeluaran yang sesuai 
dengan tuntutanikebutuhan 
masyarakat  
5. Birokrasiisejahtera, digajiisesuai 
beban tugas, bobot dan tanggungjawab 
jabatan serta statusisocial Pegawai 
Negeri Sipil, idihargai masyarakat.  
Selain itu perhatian memperbaiki 
kesejahteraan birokrat publik belum 
memiliki pola dasar komprehensif, 
masalah parsial dan reaktif. Adapun 
menurut  
Sedarmayanti (2009 : 75) prinsip 
reformasi birokrasi antara lain :  
1. Peningkatan kinerja ditunjang 
profesionalisme sumber daya manusia  
2. Penghematan sumber daya organisasi 
5 M + 1 Ti (Man, Money, iMaterial, 
Methode, iMachine, Time) (manusia, 
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material, metode, mesin, waktu), dan 
lain-lain.  
3. Bukanisekedar menaikan gaji  
4. Remunerasiibersifatinasional akan 
mengalamiiperbaikanisecara 
menyeluruh.  
5. Tunjanganikinerja  
• Diberikan kepada yangiberprestasi  
• Sebagai proyek percontohan 
ditentukan beberapa unitikerja yang 
langsungimelayani masyarakat  
6. Mengakhirii (tolak ukuripenilaian 
hasil reformasi birokrasi)  
• Perilaku koruptif (suap, menunda 
pelayanan, tidak disiplin dan 
lainnya)  
• PGPS (Pintar Goblok Penghasilan 
Sama)  
• 802 (dating jami8.00, pekerjaan 
kosong, ipulang jam 2.00)  
• Pengangguraniterselubung 
Konsep Kualitas Pelayanan Publik 
Pelayananimenyangkut sejumlah 
informasiiyang diinginkan, itindaka sukar 
yang disentuh dan diukur secara eksak 
ukuran kepuasannya, sengat sensitif dan 
sukar diprediksikan kedepannyaiserta 
sangat tergantung jugaipada nilai yang 
dianggap pantasioleh pelangganiterhadap 
apa yang diterima dan dibayarnya. 
Menurut Gronroos (dalam Ratminto 
dan Atik Septi Winarsih 2014 : 2) 
mendefinisikanipelayanan secara rinci 
sebagai berikut  
Pelayananiadalah suatu aktivitasiatau 
serangkaian aktivitas yangibersifat tidak 
kasat mata (tidak dapat diraba) yang 
terjadiisebagai akibat adanyaiinteraksi 
antara konsumenidengan karyawan atau 
hal-hal lain yang disediakan oleh 
perusahaan pemberi pelayanan yang 
dimaksudkan untuk memecahkan 
permasalahan konsumen/pelanggan  
Mengikuti definisiidi atasipelayanan 
publik dapatididefinisikan sebagaiisegala 
bentuijasaipelayanan, baikidalam bentuk 
barang publikimaupun jasa publikiyang 
pada prinsipnyaimenjadiitanggungjawab 
dan dilaksanakanioleh instansi 
pemerintah di pusat, di daerah, dan di 
lingkungan Badan Usaha MilikiNegara, 
atau  di lingkungan Badan Usaha Milik 
Daerah, dalam upayaipemenuhan 
kebutuhanimasyarakat maupun dalam 
rangka pelaksanaan ketentuaniperaturan 
perundang-undangani(Ratminto dan Atik 
SeptiiWinarsih 2014 : 5).  
Pelayanan berarti melayani 
penyediaan berbentuk jasa atau barang 
yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam 
segala bidang, kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat merupakan salah satu tugas 
dan fungsi administrasi Negara. Menurut 
Fitzsimmons (dalam Sedarmayanti 2013 : 
253-254) Dimensi kualitas pelayanan 
publik sebagai berikut :  
1. Reliabilityi (handal), ikemampuan 
untuk memberiisecara tepat dan benar, 
jenis pelayanan yang telah dijanjikan 
kepadaikonsumen/pelanggan  
2. responsivenessi 
(pertanggungjawaban), 
kesadaran/keinginanimembantu 
konsumenidan memberikan pelayanan 
yang cepat  
3. assurancei (jaminan), 
pengetahuan/wawasan, ikesopan 
santunan, kepercayaanidiri dari 
pemberi layanan, irespek terhadap 
konsumen  
4. emphatyi (empati), kemauanipemberi 
layanan untuk melakukan pendekatan, 
memberiperlindungan, iberusaha 
mengetahuiikeinginan dan kebutuhan 
konsumen  
5. tangiblesi (terjamah), ipenampilan 
pegawai danifasilitas fisikilainnya, 
seperti : peralatan/perlengkapan yang 
menunjangipelayanan 
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Operasional Variabel 
Tabel 2 : Pengaruh ReformasiiBirokrasi TerhadapiKualitas Pelayanan 
Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (SIM C) Pada Sat Lantas 
Polresta Pekanbaru 
Konsep Variabel Indikator Sub Indikator 
Skala 
Pengukuran 
1 2 3 4 5 
Menuruti 
Sedarmayanti 
(2009 : 71) 
reformasi 
birokrasiiadalah 
upayaipemerintah 
meningkatkan 
kinerja melalui 
berbagaiicara 
dengan tujuan 
efektivitas, 
efisienidan 
akuntabilitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelayananipublik 
dapat 
didefinisikan 
sebagaiisegala 
bentuk jasa 
pelayanan, baik 
dalamibentuk 
barangipublik 
maupunijasa 
publik yangipada 
prinsipnya 
menjadi 
tanggungjawab 
danidilaksanakan 
oleh instansi 
pemerintah di 
pusat, di daerah, 
dan di lingkungan 
Badan Usaha 
Milik Negara, 
atau  di 
lingkunganiBada
n Usaha Milik 
Daerah, idalam 
upayaipemenuhan 
kebutuhan 
masyarakat 
maupunidalam  
Reformasi 
Birokrasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 
1. Penataan 
ketatalaksanaan/
manajemen 
 
 
 
 
2. Penataan Sumber 
Daya 
Manusia/Aparatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Reliability 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Responsivenes 
 
 
 
 
 
 
3. Assurance 
 
1. Prosedur Kerja 
2. Pengelolaan sarana dan 
prasarana kerja 
3. Pemantauan teknologi 
informasi 
4. Pengelolaan kearsipan 
yang handal 
5. Waktu pelayanan 
6. Transparansi Biaya 
 
1. Sistem Diklat Yang 
Efektif 
2. Standar dan 
Peningkatan Kinerja 
3. Tugas, Fungsi dan 
Beban Tugas 
Proporsional 
4. Penempatan Pegawai 
Sesuai Keahlian 
 
 
1. Kemudahan 
menghubungi Pegawai 
2. Pelayananidijalankan 
dengan cepat dan tepat 
3. Penanganan 
danipemeriksaan 
administrasii 
disampaikan secara 
benar , jelas dan mudah 
dimengerti 
4. Pegawai ada saat jam 
kerja 
 
1. Respon Pegawai 
layanan terhadap 
keluhan yang ada 
2. Respon dalam 
pemberian penyelesaian 
secara tepat 
 
1. Pengetahuanidan 
kemampuaniPegawai 
terpercaya 
2. Pegawai memilikiisikap 
yang sopan dan ramah 
memberikan pelayanan 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
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1 2 3 4 5 
Rangka 
pelaksanaan 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan  
(Ratminto dan 
Atik Septi 
Winarsih 2010 : 
5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Empathy 
 
3. Kepastianiprosedur 
untukimendapatkan 
pelayanan 
4. Pegawai menanamkan 
rasa percaya , bebas 
keragu- raguan 
melaksanakan tugasya 
 
1. Perhatian Pegawai 
kepada masyarakat 
2. Pemahaman Pegawai 
akan kebutuhan 
masyarakat 
 
 
 
 
 
Sumber : Modifikasi Penulis 2015 
Teknik Pengukuran 
1. Variabl X Reformasi Birokrasi  
dengan indikator Penataan 
Ketatalaksanaan/Manajemen dan 
Penataan Sumber Daya 
Manusia/Aparatur yang diajukan 
dalam bentuk kuisioner  diberikan 
bobot nilai dengan skala likert 5 
ranking/point dimulai dari sangat 
setuju dengan skor 5, setuju dengan 
skor 4, ragu-ragu dengan skor 3, 
kurang setuju dengan skor 2 dan tidak 
setuju dengan skor 1. 
2. Variabl Y Kualitas Pelayanan  dengan 
indikator Reliability (Handal), 
Responsiveness 
(Pertanggungjawaban), Assurance 
(Jaminan), dan Empathy (Empati) 
yang diajukan dalam bentuk kuisioner  
diberikan bobot nilai dengan skala 
likert 5 ranking/point dimulai dari 
sangat setuju dengan skor 5, setuju 
dengan skor 4m, ragu-ragu dengan 
skor 3, kurang setuju dengan skor 2 
dan tidak setuju dengan skor 1. 
Kemudian untuk menentukan kategori 
jawaban koresponden terhadap masing-
masing alternative apakah tergolong 
tinggi, sedang, atau rendah adalah dengan 
menggunkan metode skoring yang 
ditentukan skala intervalnya dengan cara 
sebagai berikut : 
Skor Tertinggi - Skor Terendah 
Jumlah Klasifikasi 
METODE PENELITIAN 
Tipe Penelitian 
Penelitian ini merupakan tipe 
penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif yang dirancang untuk 
mengetahui pengaruh variable Reformasi 
Birokrasi (X) dengan variable Pelayanan 
Publik (Y). 
Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan suatu 
atau wilayah dimana penelitian tersebut 
akan dilakukan . adapun lokasi penelitian 
pada penelitian ini yaitu pada Sat Lantas 
Polresta Pekanbaru dengan beberapa 
alasan sebagai berikut : 
1. Pentingnya Surat Izin Mengemudi 
merupakan bukti registrasi identifikasi 
bagi pengguna kendaraan bermotor 
yang harus dimiliki setiap 
pengendaran kendaraan bermotor, 
sehingga perlu adanya perbaikan-
perbaikan terhadap proses pengurusan 
Surat Izin Mengemudi di Pekanbaru. 
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2. Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru 
selaku penyelenggara layanan 
pembuatan Surat Izin Mengemudi di 
Kota Pekanbaru dirasa perlu adanya 
perubahan dalam rangka menuju Good 
Governance pelayanan pembuatan 
Surat Izin Mengemudi 
3. Pembuatan Surat Izin Mengemudi 
yang tidak sesuai dengan Standar 
Operasional Prosedur yang ada sudah 
menjadi hal yang biasa dan terus 
berlangsung secara berkelanjutan. 
Populasi dan Sampel 
Tabel 3 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Pada Sat Lantas Polresta 
Pekanbaru 
No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase(%) 
1. Kanit Regident 1 1 100% 
2. 
Masyarakat yang telah mengurus SIM C 
13.849 100 0,72% 
Jumlah 101  
Sumber : Data Olahan Penulis 2015 
Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer  
Yaituidata yang diperolehisecara 
langsung dari sumber di lapangan, 
melalui wawancara dengan 
mengajukan pertanyaan yang 
berkenaan dengan proses   pelayanan, 
kebijakan dan strategi pada pembuatan 
Surat IziniMengemudi Golongan C 
pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru 
2. Data Sekunder 
Yaitu data atau informasiidan 
keterangan-keterangan yang 
dibutuhkan dalam penelitian guna 
mendukung hasil penelitian yang akan 
dilakukan. Adapun data sekunder 
tersebut yakni, Undang-undang, buku-
buku, jurnal, Standar Operasional 
Prosedur, Data Masyarakat Membuat 
SIM Satu Tahun Terkahir, serta 
sumber-sumber lain yang dapat 
membantu proses penelitian. 
Teknik Pengumpulan Data 
1. Teknik Interviewi (Wawancara) 
Yaitu, penulis mengumpulkanidata 
melalui wawancara, dengan 
menyiapkaniintsrumenipenelitian 
berupa pertanyaaan-pertanyaan secara 
tertulisitentang hubungan reformasi 
birokrasi dan kualitas pelayanan 
pembuatan SIM tentang kebijakan, 
strategi dan kondisi objek penelitian 
itu sendiri yang dijadikan oleh penulis 
sebagai alat bantu untuk 
mewawancarai Kepala Sat Lantas 
Polresta Pekanbaru ataupun Kepala 
Unit yang ada. 
2. Teknik Kuisioner 
Yaituisuatu kegiatanipengumpulan 
data yang dilakukan melalui 
penyebaran daftar pertanyaan tertulis 
kepada masyarakat yang berkenaan 
dengan judul penelitian untukidiisi 
sesuaiialternativeijawaban yang telah 
disediakan, untuk menggali informasi 
tentang bagaimana  pelayanan 
pembuatan SIM pada Sat Lantas 
Polresta Pekanbaru baik keramahan, 
prosedur kerja, serta kepedulian 
pegawai terhadap kebutuhan 
masyarakat dalam pengurusan Surat 
Izin Mengemudi Golongan C (SIM C) 
3. Teknik Observasi 
Yaitu teknik pengumpalan data 
dengan pengamatan hubungan 
reformasi birokrasi dengan kualitas 
pelayanan pembuatan SIM secara 
langsung oleh penulis terhadap 
Pelayanan dimana objek penelitian 
Eko Handrian PUBLIKa, Vol 5, No. 1 Hal. 137-155 (2019) 
 
 
 
147 
 
dilapangan tempat penelitian 
dilaksanakan, sehingga data yang 
dikumpulkan lebih lengkap. 
4. Teknik Dokumentasi 
Yaitu teknik pengumpulan data tidak 
langsung yang ditujukan pada subjek 
penelitian, melalui dokumen seperti 
peraturan perundang-undangan dan 
lainnya. Metode ini digunakan untuk 
mengumpulkan data yang ada pada 
instansi atau lembaga yang relevan 
untuk menyusun deskriptif wilayah 
penelitian bahan bukti, dan bahan 
analisa. 
PEMBAHASAN 
PengaruhiReformasiiBirokrasi 
Terhadap Kualitas Pelayanan 
Pembuatan Surat IziniMengemudi 
Golongan Ci (SIM C) Pada Sat Lantas 
Polresta Pekanbaru  
1. Reformasi Birokrasi 
Reformasiibirokrasi adalahiperubahan 
besar dan mendasaridalam paradigma dan 
tataikelolaipemerintahan. Atasidasar 
makna reformasi birokrasi itu muncul 
beberapa keinginan dariipemerintah 
antara lain sebagaiiupaya menata ulang 
proses birokrasi dari tingkat Pemerintah 
Pusat hinggaiPemerintah Daerahidan 
melakukaniterobosan baru dengan 
langkah-langkah bertahap, ikonkret, 
realistis, isungguh-sungguh, berfikir di 
luar kebiasaan/rutinitas yang ada, upaya 
merevisiidan membangun berbagai 
regulasi, memoderenkaniberbagai 
kebijakan dan praktek manajemen 
pemerintah pusatidan daerah, idan 
menyesuaikan tugas fungsi instansi 
pemerintah dengan paradigma daniperan 
baru. iKesemuanya itu,menginginkan 
adanya perbaikanipelayanan dan 
perbaikan tata kelola birokrasi, sebagai 
upaya menciptakan pemerintahan yang 
bersih (cleanigovernment) idan 
kepemerintahaniyang baik (good 
governance). 
 
Tabel 4 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Reformasi 
Birokrasi Pembuatan SuratiIzin Mengemudi Golongan C (SIM C) di Sat 
Lantas Polresta Pekanbaru 
Sumber : Data Primer, 2016 
Dalam sistem ketetalaksanaan serta 
penataan sumber daya manusia 
mencakupiproses pedomaniumum 
standar operasi, mekanisme, tata kerja, 
hubungan kerja dan proseduripada tingkat 
perencanaan danipembuatan keputusan, 
pengorganisasian, pengelolaan, 
administrasi umum, ikeuangan, 
perlengkapan, ipemantauan dan evaluasi 
kinerja organisasiiserta melaksanakan 
koordinasiidan pengelolaanikearsipan, 
kurporalisasi, efesiensi dan tentang 
pengaturanibudaya kerja, inamun 
demikian saat ini kondisiipelaksanaan 
ketatalaksanaan masih belum 
mencerminkan penyelenggaraan 
penataan organisasi yangiefesien, efektif 
pada organisasi saat ini apalagi dalam 
pelaksanaan otonomi daerah dan 
perwujudanipemerintahan yangibaik 
No Item Yang Dinilai 
Frekuensi Jawaban 
Total Skor ST 
(5) 
S (4) 
R  
(3) 
KS 
(2) 
TS 
(1) 
1 
Penataan 
Ketatalaksanaan/Manaje
men 
12 74 199 115 0 1178 
2 
Penataan Sumber Daya 
Manusia/Aparatur 
0 22 108 70 0 552 
Jumlah 3464 
Kesimpulan Cukup Baik 
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dipandang perlu untuk melakukan 
penyederhanaanisistem, prosedur, 
metoda dan tata kerja penyelenggara 
negara agar menjadi makin tertib dan 
efektif. 
Berdasarkan hasil observasi secara 
kualitas sumber daya manusia yang 
dimiliki Sat Lantas Polresta dapat 
terbilang memadai, dengan sumber daya 
manusia yang terlatih dengan 
kemampuan dan pengetahuan yang 
mumpuni serta terdidik dengan kodee 
etik dalam Kepolisian, dalam 
memberikan pelayanan hanya saja ada 
unsur psikis pegawai dan masyarakat 
sebagai manusia menjadi factor lain yang 
menjadikan sesuatu yang berbeda 
ketidaksesuaiannya proses layanan yang 
berkualitas yang diharapkan oleh Sat 
Lantas Polresta Pekanbaru. 
Prosedur pada Sat Lantas Polresta 
Pekanbaru terdapat Standar Operasional 
Prosedur, namun belum berjalan efektif 
dimana pada setiap tahapannya tidak 
dijalankan sesuai prosedur semestinya 
dengan adanya temuan seperti halnya 
masyarakat yang semestinya membayar 
PNPB pada tahapan awal justru 
membayar PNPB pada tahap akhir. 
Selain itu pada tahapan prosedur kerja 
dan tansparansi berdasarkan pengamatan 
penulis, pada tahapan tes, masyarakat 
diberikan pada dua pilihan tes pertama tes 
secara resmi dengan biaya sesuai PNPB 
yang telah ditentukan dan yang kedua tes 
melalui Riau Safety Driving Center 
dengan biaya sebesar Rp. 380.000,-. 
perbedaan kedua tes tersebut, dengan 
melalui jalur resmi terdapat banyak 
kerumitan dan kesulitan yang dihadapi 
masyarakat mulai antara waktu dan 
jumlah soal tertulis yang harus 
diselesaikan tidak seimbang, sementara 
jika melalui Riau Safety Driving Center 
sangat mudah lulus untuk mendapatkan 
sertifikat mengemudi yang nantinya 
digunakan dalam proses pembuatan SIM 
C, namun biaya yang dikeluarkan lebih 
besar karena selain membayar Rp. 
380.000,- masyarakat juga harus 
membayar PNPB. terdapat catatan kecil 
hal ini merupakan sebuah pembenaran 
yang telah dilakukan yang sebenarnya 
tidak terdapat persyaratan pada Standar 
Operasional Prosedur pembuatan SIM 
dengan menggunakan sertifikat 
mengemudi.  
Selain itu semestiya prosedur 
pelayanan dapat bekerja dengan baik 
dengan ada peraturan yang mengatur 
pembagian tugas kerja.  Hal ini 
dibuktikan pada Satpas SIM terbentuk 
kelompok kerja pada setiap loket 
pelayanan. Loket pelayanan tersebut 
terdiri dari tempat pelayanan informasi, 
loket pendaftaran, loket foto SIM, loket 
penyerahan SIM dan loket mutasi/file. 
Pada pengamatan penulis, loket 
pelayanan tersebut sudah tertata rapi 
dengan Pegawai yang bekerja sesuai 
dengan tugas yang diberikan kepada 
mereka. Adapun dasar dari pembagian 
tugas tersebut berdasarkan Perkap No 9 
Tahun 2012 pada Pasal 16 Tentang 
Kelompok Kerja Satpas SIM. Dengan 
adanya pembagian tugas kerja ini, 
membuat pekerjaan yang harus 
dilaksanakan bisa lebih terorganisir. 
Karena adanya kejelasan aturan dalam 
bekerja, sehingga tidak akan terjadi 
tumpang tindih pelaksanaan tugas. Selain 
itu, dalam penempatan kelompok kerja 
tersebut disusun berdasarkan 
kemampuan/skill  yang dimilki oleh 
setiap Pegawai. 
Program SIM online ini bertujuan 
untuk memaksimalkan teknologi yang 
ada saat ini dalam rangka mewujudkan 
pelayanan prima. Artinya ada semangat 
perubahan yang terus dilakukan oleh 
Kepolisian Republik Indonesia dengan 
adanya perubahan mekanisme 
perpanjangan Surat Izin Mengemudi 
melalui sistem online sehingga, 
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akuntabilitas serta pelayanan dapat lebih 
efektif dan efisien dari sisi penggunaan 
sumber daya yang ada. 
Melaksanakan pengelolaan teknologi, 
sarana dan prasarana namun hanya saja 
pelaksanaan tata kelolanya harus 
mendapatkan sentuhan manajemen yang 
berorientasi pada pelayanan sebagaimana 
pada konsep new public management 
dengan 5 doktrinnya : 
1. Penerapanideregulasi pada line 
management 
2. Konversiiunit pelayananipublik 
menjadiiorganisasiyang berdiri sendiri 
3. Penerapan akuntabilitasiberdasarkan 
kinerja terutamaimelalui kontrak 
4. Penerapanimekanisme kompetisi 
seperti melakukan kontrak luar 
5. Memperhatikan mekanisme pasar 
 
2. Kualitas Pelayanan 
Kualitas pelayanan menjadi suatu 
keharusan yang harus dilakukan 
perusahaan agar dapat mampu bertahan 
dan tetap mendapat kepercayaan, 
perbedaan antara harapan danikenyataan 
para pelanggan atasilayanan yang mereka 
terima. iService Quality dapat diketahui 
dengan cara membandingkan persepsi 
pelanggan atas layanan yang benar-benar 
merekaiterimaidenganilayanan i 
sesungguhnya yangimereka harapkan. 
Kualitas pelayanan menjadi hal utama 
yang diperhatikan serius oleh perusahaan, 
yang melibatkan seluruh sumber daya 
yang dimiliki.
Tabel 5 :  Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kualitas 
Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (SIM C) di 
Sat Lantas Polresta Pekanbaru 
Sumber : Data Primer, 2016
Kegiatan pelayananimerupakan 
perwijudan dan penjabaran dari tugas dan 
fungsi pegawaiipemerintah dalam rangak 
penyelenggaraan tugas-tugasiumum 
pemerintahn danipembangunan. Dalam 
kasus diatas yang dimaksukan adalah 
Kualitas Pelayanan yang merupakan 
suatu hak masyarakat di Pekanbaru. 
menjelaskan kualitas pelayanan 
merupakan kegiatan yang dilakukan 
dengan faktor melalui system, prosedur 
dan metode tertentu untuk memenuhi hak 
orang lain. 
Pelayananiyang berkualitas mestinya 
berdasarkan Asas kepastianihukum, asas 
keseimbangan, iasas kesamaan, iasas 
bertindak cermat, asas keadilan, asas 
menanggapi pengharapan yang wajar, 
asas perlindungan, asas kebijaksanaan, 
asas penyelenggaraan kepentingan 
umum. 
a. Reliability 
Kemampuanimemberikan pelayanan 
yang dijanjikan dengan segera dan 
memuaskan. Artinya, adalah kemampuan 
untuk menampilkan pelayananiyang 
dijanjikan secara tepat dan konsisten. 
Keandalan dapatidiartikanimengerjakan 
dengan benarisampai kurun waktu 
tertentu. iPemenuhan janji pelayanan 
yang tepatidan memuaskanimeliputi 
ketepatan waktu dan kecakapan dalam 
No Item Yang Dinilai 
Frekuensi Jawaban 
Total Skor ST 
(5) 
S (4) 
R  
(3) 
KS 
(2) 
TS 
(1) 
1 Reliability 12 74 199 115 0 1178 
2 Responsivenes 0 22 108 70 0 552 
3 Assurance 6 86 193 115 0 1183 
4 Empathy 0 19 108 73 0 546 
Jumlah 3464 
Kesimpulan Cukup Baik 
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menanggapi keluhanipelanggan serta 
pemberian pelayanan secara wajaridan 
akurat. Pegawai pelayanan pembuatan 
Surat Izin Mengemudi telah bekerja 
sesuai dengan jadwalnya dan aturan yang 
ada sehingga kemudahan menjumpai 
Satpas mudah dan selalu ada pada jam 
kerja sebagaimana satpas telah dibagi 
berdasarkan tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing. Terlihat 
berdasarkan hasil observasi penulis 
bahwa Satpas SIM terbentuk kelompok 
kerja pada setiap loket pelayanan. Loket 
pelayanan tersebut terdiri dari tempat 
pelayanan informasi, loket pendaftaran, 
loket foto SIM, loket penyerahan SIM 
dan loket mutasi/file. Pada pengamatan 
penulis, loket pelayanan tersebut sudah 
tertata rapi dengan Pegawai yang bekerja 
sesuai dengan tugas yang diberikan 
kepada mereka. 
b. Responsiveness 
Sikapitanggap pegawaiidalam 
memberikan pelayanan yang dibutuhkan 
dan dapatimenyelesaikan denganicepat. 
Kecepatan pelayananiyang diberikan 
merupakan sikap tanggap dari Pegawai 
dalam pemberian pelayanan yang 
dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan 
suatu akibat akal dan pikiran yang 
ditunjukkan pada pelanggan. Setiap 
keluhan dari masyarakat belum dapat 
terlesesaikan oleh pemberi layanan dan 
juga kurangnya perhatian pemberi 
layanan terhadap segala bentuk 
permasalahan dan keluhan masyarakat. 
Satpas dalam memberikan pelayanan 
telah menerima dan menanggapi keluhan 
dan permasalahan yang dihadapi 
masyarakat, namun hanya saja solusi 
yang diberikan dirasa belum tepat bagi 
masyarakat, berdasarkan hasil observasi 
penulis, seperti halnya masyarakat yang 
tidak lulus pada tahapan tes, masyarakat 
diberikan solusi untuk melalui tes pada 
Riau Safety Driving Center dengan biaya 
yang lebih besar untuk mendapatkan 
sertifikat mengemudi untuk dapat 
melakukan proses pencetakan Surat Izin 
Mengemudi Golongan C, sementara 
masyarakat merasa keberatan dengan 
besarnya biaya yang harus dikenakan. 
Adapun juga temuan yang penulis 
dapatkan dari hasil observasi perlakuan 
yang kurang menyenangkan oleh salah 
satu Pegawai bagian pengujian Audio 
Visual (AVIS) yaitu saat sedang 
mengikuti ujian teori SIM. Beliau merasa 
Pegawai kurang ramah saat ia 
membutuhkan informasi atau arahan 
tentang tata cara mengikuti ujian teori 
audio visual tersebut. 
c. Assurance 
Jaminan adalah upaya perlindungan 
yang disajikan untuk masyarakat bagi 
warganya terhadap resiko yang apabila 
resiko itu terjadi akan dapat 
mengakibatkan gangguan dalam struktur 
kehidupan yang normal. Mencakup 
pengetahuan, kemampuan, kesopanan 
dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki 
pegawai, bebas dari bahaya, risiko dan 
keragu-raguan antara kemampuan dan 
pengetahuan yang dimiliki terhadap sikap 
yang sopan dan ramah dalam 
memberikan pelayanan pegawai telah 
melayani dengan baik. namun berbanding 
terbalik antara pengetahuan dan 
implementasi, serta kepastian prosedur 
yang akan didapatkan yang 
mengakibatkan ketidakpercayaan 
mayarakat dalam pelayanan SIM. 
Adapun dari hasil pengamatan langsung 
yang dilakukan penulis selama proses 
penelitian ini, memang dalam tingkat 
pengetahuan dan kemampuan pegawai 
sudah melaksanakan dengan cukup teliti 
seperti yang penulis amati saat Pegawai 
sedang melakukan pengujian praktek 
lapangan terhadap pemohon SIM C. 
Dalam pengujian praktek SIM di 
lapangan merupakan suatu pekerjaan 
yang sifatnya mengawasi, adapun hal 
yang diawasi ialah setiap tahapan yang 
dilakukan oleh peserta SIM agar sesuai 
dengan standar yang di tentukan dalam 
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Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2012 
tentang materi ujian praktek SIM. 
d. Empathy 
Merupakan tanggapan masyarakat 
terhadap kesediaan para Pegawai pemberi 
layanan membantu masyarakat dan 
memberikan perhhatian pelayanan secara 
tanggap. Meliputiikemudahanidalam 
melakukan hubungan, komunikasi yang 
baik dan memahamiikebutuhan 
pelanggan. iEmpati merupakan 
individualized attention to customer. 
Empatiiadalah perhatian yang 
dilaksanakan secara pribadi atau individu 
terhadap pelangganidengan 
menempatkan dirinya pada situasi 
pelanggan. perhatian danipemenuhuan 
kebutuhan solusi dari setiap 
permasalahan dan keluhan dari 
masyarakat, selain itu tidak adanya 
bentuk dari kepedulian pegawai terhadap 
kesulitan masyarakat dalam proses 
pelayanan pembuata SIM dalam 
pelayanan pembuatan Surat Izin 
Mengemudi Golongan C yang tidak 
mengetahui prosedur. 
Koefisien Korelasi 
Peningkatan X reformasi birokrasi 
aspek reformasi prosedur akan bersamaan 
dengan peningkatan Y kualitas pelayanan 
dan begitu juga sebaliknya. Jika bernilai – 
(negatif) artinya korelasi antara kedua 
variabel tersebut bersifat berlawanan. 
Peningkatan nilai X Reformasi Birokrasi 
akan dibarengi dengan penurunan Y 
Kualitas Pelayanan
  
Tabel 6 : Koefisien Korelasi  
Correlations  
    X  Y  
X  Pearson Correlation  1  .474** 
Sig. (2-tailed)    .000 
N  389  389 
Y  Pearson Correlation  
Sig. (2-tailed)  
N  
.474**  1 
.000    
389  389 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 
Hasil uji Koefisien Korelasinya adalah 
0,474 Artinya pada hasil uji koefisien 
korelasi diatas menunjukan bahwa 
kuatnya hubungan antara variabel 
reformasi birokrasi dengan kualitas 
pelayanan berada pada kategori “sedang” 
 
Koefisien Determinasi  
Uji ini bertujuan untuk menentukan 
proporsi atau persentase total variasi 
dalam variabeliterikat yang diterangkan 
oleh variabelibebas. Hasil perhitungan 
Adjusted R2 dapat dilihat padaioutput 
Model Summary. Pada kolom Adjusted 
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R2 dapat diketahuiiberapaipersentase 
yang dapatidijelaskan oleh variabel-
variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Sedangkan sisanya dipengaruhi atau 
dijelaskanioleh variabel-variabelilain 
yang tidakidimasukkan dalam model 
penelitian. 
 
Tabel 7 :  : Koefisien Determinasi  
Model Summary 
Model  R  R Square  
Adjusted R  
Square  
Std. Error of 
the  
Estimate  
1  .474a  .225  .223  5.28170 
a. Predictors: (Constant), X  
Dari hasil output model summary di 
dapat nilai R2 (R Square) adalah  0.225, 
jadi sumbangan pengaruh variabel 
independen (X) Reformasi Birokrasi 
sebesar 22.5% terhadap variabel 
dependen Y Kualitas Pelayanan 
sedangkan sisanya sebesar 77.5% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di 
teliti. Artinya bahwa Reformasi Birokrasi 
sebagai variabel X atau Independent tidak 
memberikan pengaruh besar terhadap 
Kualitas Pelayanan sebagai variabel Y 
atau Dependen sebagaimana pada hasil 
uji statistik terlihat bahwa Kualitas 
pelayanan lebih banyak dipengaruhi oleh 
factor lain. 
  
Uji Hipotesis (Uji T)  
Uji t digunakan untuk menguji secara 
parsial masing-masing variabel.  Hasil uji 
t dapat dilihat pada tabel coefficients pada 
kolom sig (significance). Berikut hasil uji 
t variabel reformasi birokrasi dengan 
kualitas pelayanan : 
 
Tabel 7 :  Hasil Uji T 
 
Independent Sample Test 
    
Levene's Test 
For Equality Of 
Variances 
t - test for Equality of Means 
             
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
   
F Siq t df 
Siq            
(2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std Error 
Difference 
Lower Upper 
NILAI 
Equal 
variances 
assumed 33.280 0.000 -21.433 198 0.000 -15.930 0.743 
-
17.396 
-
14.464 
  
Equal 
variances 
notassumed 
    -21.433 147.888 0.000 -15.930 0.743 
-
17.399 
-
14.461 
Sumber : Data Primer, 2015 
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Hasil perhitungan menunjukkan taraf 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka 
H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 
berarti terdapat pengaruh reformasi 
birokrasi terhadap kualitas pelayanan. 
Angka iniimenunjukkan bahwaireformasi 
birokrasi memiliki pengaruhisignifikan 
terhadap kualitas pelayanan  
 
Kesimpulan 
Kualitas Pelayanan yang baik 
sepenuhnya tidak dapat ditentukan 
kepada reformasi birokrasi pada aspek 
reformasi prosedur penataan manajemen, 
pada dasarnya penataan manajemen yang 
baik akan memberikan kejalasan 
prosedur kerja dan aturan yang berlaku, 
namun sumber daya manusia sebagai 
motor utama penggerak dalam proses 
pemberian layanan dan pelaksana 
manajemen menjadi faktor yang 
menentukan baik buruknya suatu kualitas 
pelayanan. 
1. Untuk Indikator Penataan 
Ketatalaksanaan/Manajemen kategori 
penilaian “Cukup Baik” yang perlu 
diperhatikanidalam penataan 
ketatalaksanaan yaitu: 
mekanisme/sistem kerjaiinternal, 
Prosedur kerja, pemantauan, evaluasi 
danipengendalian, pengelolaan sarana 
dan prasarana kerja, otomatisasi 
administrasi perkantoran, ipemantauan 
teknologi informasi (E-gov), 
pengelolaanikearsipan yang handal. 
Tujuanidari pada pendayagunaan. 
Selain itu berdasarkan hasil temua 
penulis, tidak berjalanannya prosedur 
pelayanan yang ada banyak 
mengakibatkan penyimpangan-
penyimpangan yang berakibat 
buruknya kualitasipelayanan 
pembuatan SuratiIzin Mengemudi 
Golongan C (SIM C) pada Sat Lantas 
Polresta Pekanbaru. 
2. Untuk indicator penataan sumber daya 
manusia/aparatur kategori penilaian 
“Kurang Baik” Inti penataan 
sumberdayaiAparatur yaitu peneraoan 
sistem merit dalam manajemen 
kepagawaian, iiperencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi sistem, 
pendidikan danilatihan yg efektif, 
standarisasiidan peningkatan kinerja, 
pola karier yg jelas dan terencana. 
3. Indikator Reliability berada pada 
kategori “Cukup Baik” penilaian ini 
juga didukung denan petugas yang 
bertugas memberikan pelayanan 
berdasarkan hasil obervasi selalu ada 
dan bertugas sesuai dengan jadwal 
pelayanan yang telah ditentukan, 
selain itu setiap pelayanan juga telah 
disediakan loket-loket pelayanan 
khusus. 
4. Untuk indikator Responsivenes berada 
pada kategori penilaian “Cukup Baik” 
artinya minimnya perhatian pegawai 
terhadap kebutuhan masyarakat 
terutama dalam memberikan perhatian 
terhadap segala bentuk keluhan 
masyarakat terhadap layanan 
pembuatan Surat Izin Mengemudi 
Golongan C (SIM C), selain 
ketidakramahan pegawai juga dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang tidak mengetahui 
prosedur pelayanan sering terjadi. 
5. Untuk indikator Assurance berada 
pada kategori penilaian “cukup baik” 
artinya kemampuan dan pengetahuan 
pegawai dalam memberikan 
pelayanan tidak diragukan lagi dengan 
telah adanya pendidikan dan pelatihan 
kepada pegawai, namun pada taraf 
pelaksanaannya terjadi 
ketidaksesuaian antara harapan dan 
kenyataan, terutama pada aspek 
psikologi pegawai yang masih terdapat 
ketidakramahan yang mengakibatkan 
ketidaknyamanan masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan. 
6. Untuk indikator Empathy berada pada 
skor penilaian “Cukup Baik” pos 
pengaduan telah disediakan, namun 
tidak berfungsi dengan baik, 
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kepedulian terkesan formalitas saja 
yang dimana segala terutama terhadap 
ketidaksesuaian biaya dan prosedur 
yang dijalani. 
7. Kualitas Pelayanan yang baik 
sepenuhnya tidak dapat ditentukan 
kepada reformasi birokrasi pada aspek 
reformasi prosedur penataan 
manajemen, pada dasarnya penataan 
manajemen yang baik akan 
memberikan kejalasan prosedur kerja 
dan aturan yang berlaku, namun 
sumber daya manusia sebagai motor 
utama penggerak dalam proses 
pemberian layanan dan pelaksana 
manajemen menjadi faktor yang 
menentukan baik buruknya suatu 
kualitas pelayanan. Hasil perhitungan 
pada tabel V.16 menunjukkan taraf 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka 
H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 
berarti terdapat pengaruh reformasi 
birokrasi terhadap kualitas pelayanan. 
Angka ini menunjukkan bahwa 
reformasi birokrasi memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kualitas pelayanan 
Saran  
1. Penataan ketatalaksanaan/manajemen 
semestinya lebih meningkatkan 
kepada fungsi pengawasan langsung 
dan pengawasan tidak langsung agar 
setiap standar prosedur kerja yang ada 
dapat berjalan, kemudian Berikan 
sanksi tegas kepada setiap oknum 
pegawai yang tidak menjalankan 
pelayanan sesuai prosedur yang ada 
serta oknum pegawai yang memungut 
pungutan liar atas biaya yang tidak 
sesuai dengan tarif yang telah 
ditentukan. 
2. Berikan pendidikan dan pelatihan 
Soft Skill kepada apartur pegawai 
pemberi pelayanan agar mampu 
memberikan pelayanan dengan 
ramah, sopan dan mampu 
memberikan kepedulian dan 
perhatian kepada setiap masyarakat 
yang mengurus Surat Izin 
Mengemudi Golongan C (SIM C). 
3. Berikan perubahan terhadap prosedur 
pembayaran PNPB pada akhir 
pelayanan karena sulitnya melakukan 
penarikan kembali PNPB yang telah 
dibayarkan kepada kas Negara bagi 
masyarakat yang gagal memperoleh 
Surat Izin Mengemudi Golongan C 
(SIM C).  
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